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ABSTRAK 
 
Ayu Alifiandri Zainal (B111 11 073) “Peran Bank Indonesia Dalam 
Menanggulangi Peredaran Uang Palsu di Indonesia Berdasarkan Pasal 
244 dan 245 KUHP”. Dibimbing oleh Muhadar selaku Pembimbing I dan 
dan Amir Ilyas selaku Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui usaha apa yang telah 
dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menanggulangi peredaran uang 
palsu di Indonesia berdasarkan Pasal 244 dan 245 KUHP dan mengetahui 
hambatan apa yang dialami Bank Indonesia dalam menanggulangi 
peredaran uang palsu di Indonesia. 
Penelitian ini dilakukan di Makassar, yaitu Kantor Perwakilan Bank 
Indonesia Wilayah I, dengan metode penelitian menggunakan teknik 
pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian 
lapangan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia telah 
melakukan usaha semaksimal mungkin dalam menanggulangi peredaran 
uang palsu di Indonesia berdasarkan Pasal 244 dan 245 KUHP dengan 
cara preventif dan represif. Cara Preventif yakni dengan meningkatkan 
teknik pembuatan uang, melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian rupiah dan 
melakukan kerjasama dengan institusi terkait dalam penanggulangan 
peredaran uang palsu. Sedangkan cara Represif yaitu bekerjasama 
dengan aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan 
penindakan untuk memberantas kejahatan uang palsu di Indonesia. 
Hambatan yang dialami Bank Indonesia dalam menanggulangi peredaran 
uang palsu di Indonesia adalah tingkat pemalsuan uang yang semakin 
beragam, sulitnya melakukan sosialisasi di daerah-daerah pelosok dan 
perbatasan NKRI dan keengganan masyarakat untuk melaporkan rupiah 
yang diragukan keasliannya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu 
masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara 
kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan mempunyai banyak 
aspek dan dimensi, seperti politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, 
dan pertahanan keamanan. Diantara aspek dan dimensi itu, 
pembangunan ekonomi adalah yang lebih menonjol dan konkrit 
karena dampaknya langsung terasa pada kehidupan manusia yaitu 
terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup.1 
Dalam pelaksanaan pembangunan nasional khususnya 
dibidang ekonomi diperlukan upaya-upaya untuk antara lain terus 
meningkatkan, memperluas, memantapkan dan mengamankan 
perekonomian baik perdagangan barang dan jasa maupun hal-hal 
yang berkaitan dengan bidang moneter, serta meningkatkan dan 
mempertahankan kestabilan perekonomian nasional. Bertolak dari 
prinsip-prinsip tersebut diatas, adalah semestinya apabila segala 
perkembangan, perubahan dan kecenderungan global lainnya yang 
diperkirakan akan dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian 
                                                         
1 Janus Sidabalok, Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan  
Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung, 2012,  hlm. 34. 
 2 
nasional serta pencapaian tujuan nasional, perlu diikuti dengan 
seksama sehingga secara dini dapat diambil langkah-langkah yang 
cepat dan tepat dalam mengatasinya. 
Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk 
pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan 
perdagangan dengan cara barter. Uang adalah suatu benda yang 
dipergunakan oleh orang umum ataupun masyarakat penduduk 
dunia sebagai alat perantara untuk mempermudah proses 
pertukaran sehingga dengan adanya uang, kegiatan tukar menukar 
akan jauh lebih mudah dan terarah.2 
Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua yaitu 
fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang ada tiga, yaitu 
sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan 
nilai. Sedangkan fungsi turunan uang antara lain sebagai alat 
pembayaran yang sah, sebagai alat pembayaran utang, sebagai 
alat penimbun kekayaan, sebagai alat pemindah kekayaan dan 
sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi.3 
Perkembangan dunia bisnis dan ekonomi telah mendorong 
munculnya berbagai tindak pidana yang baru dan inovatif, seperti 
munculnya kejahatan cyber crime, money laundering, uang palsu, 
kejahatan perbankan dan lain sebagainya. Manusia cenderung 
                                                         
2 Indra Darmawan, Pengantar Uang dan Perbankan, PT. Rineka Karya, Jakarta, 1999, hlm. 1. 
3 Diakses  melalui http://id.wikipedia.org/wiki/Uang pada hari Sabtu 27 September 2014 
pukul 16:00 wita. 
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mencari celah-celah hukum dengan kecanggihan tehnologi dan 
ilmu pengetahuan. Sepanjang ada niat dari manusia untuk 
memperkaya diri sendiri, sepanjang ada sarana/ jalan yang dapat 
digunakan dan sepanjang ada tujuan/ sasaran yang potensial untuk 
dapat dikuasai maka kesempatan untuk munculnya kejahatan jenis 
baru akan selalu ada. Kejahatan uang palsu merupakan salah satu 
jenis kejahatan yang sangat merugikan masyarakat sebagai pelaku 
ekonomi dan konsumen. 
Pemerintah secara dini telah menyadari pentingnya uang 
sebagai alat pembayaran yang sah yang sifatnya umum dan dapat 
diterima secara luas oleh masyarakat. Kejahatan uang palsu ini 
juga membawa pangaruh yang lebih besar jika kita tengok dari 
perekonomian negara. Oleh karena itu, pemerintah telah berusaha 
untuk menciptakan alat pembayaran yang memiliki karakteristik 
yang unik dan sulit untuk ditiru secara bebas oleh orang lain selain 
negara. Dengan demikian, diharapkan nantinya benar-benar 
pemerintahlah satu-satunya pemegang otoritas dalam penciptaan 
uang.  
Namun mengingat bahwa tugas-tugas yang diemban 
pemerintah sangat luas, maka pemerintah mendelegasikan tugas 
ini kepada lembaga yang bersifat independen dan kuat untuk dapat 
melaksanakannya. Bank Sentral Indonesia-lah yang memperoleh 
mandat dari negara guna melaksanakan tujuan utama yaitu 
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mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk dapat 
mencapai tujuan tersebut, kepada bank sentral diberikan beberapa 
kewenangan dalam melakukan tugasnya: 
Tugas pertama adalah merumuskan dan melaksanakan 
kebijakan moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar 
dan atau suku bunga dalam perekonomian agar dapat mendukung 
pencapaian tujuan kestabilan nilai uang tersebut dan sekaligus 
mampu mendorong perekonomian nasional.  
Tugas kedua adalah mengatur dan melaksanakan sistem 
pembayaran, yang mencakup sekumpulan kesepakatan, aturan, 
standar, dan prosedur yang digunakan dalam mengatur peredaran 
uang antarpihak dalam melakukan kegiatan ekonomi dan keuangan 
dalam menggunakan instrument pembayaran yang sah. 
Tugas ketiga adalah mengatur dan mengawasi perbankan. 
Peran penting perbankan terutama terletak pada fungsinya sebagai 
lembaga kepercayaan dalam memobilisasi dana masyarakat dan 
menyalurkannya dalam bentuk kredit dan alternative pembiayaan 
lainnya untuk dunia usaha.4 
Instrumen yang menjadi sarana untuk mengontrol peredaran 
mata uang rupiah adalah perbankan khususnya Bank Indonesia 
sebagai Bank Sentral Indonesia. Besarnya jumlah uang palsu yang 
beredar dalam masyarakat akan membawa pengaruh yang cukup 
                                                         
4 Perry Warjiyo,  Bank Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia, Pusat Pendidikan dan 
Studi Kebanksentralan,  Jakarta, 2004, hlm. 2. 
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signifikan bagi kestabilan perekonomian negara. Semakin besar 
jumlah uang palsu yang beredar akan sangat mempengaruhi daya 
beli dan perekonomian masyarakat. Keberadaan uang palsu dapat 
mendorong terjadinya inflasi karena jumlah uang yang beredar 
menjadi tidak terkontrol dan melebihi batas. Pencetakan uang asli 
oleh pemerintah dilakukan oleh percetakan negara atas permintaan 
Bank Indonesia melalui perencaan dan pengaturan secara cermat 
sehingga tepat sasaran. Sehingga diperlukan peran-peran dari 
Bank Indonesia yang lebih signifikan untuk dapat menekan 
peredaran uang palsu di Indonesia. 
Kejahatan mengenai uang palsu telah diatur dalam 
ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP 
yang telah berlaku sejak jaman Hindia Belanda terus menjadi 
pedoman bagi penegakan hukum pidana di Indonesia. Dalam Buku 
II KUHP, yang dulu bernama WvS (Wetboek van Stafrecht) telah 
diuraikan mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam 
kejahatan/ tindak pidana. Kejahatan tentang uang palsu ini telah 
diatur dalam Buku II KUHP pada Bab X dari Pasal 244 sampai 
dengan Pasal 252 KUHP, ditambah dengan Pasal 250 bis. 
Sedangkan Pasal 248 telah dihapuskan melalui Statsblad 1938 no. 
593. Diantara pasal-pasal tersebut terdapat 7 pasal yang 
merumuskan tentang kejahatan uang palsu, yakni Pasal 244, 245, 
246, 247, 249, 250 dan pasal 251 KUHP.  
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Bentuk kejahatan uang palsu memang memiliki kerakteristik 
yang beragam. Pemerintah secara sistematis telah menyiapkan 
aturan hukum untuk melindung kinerja perekonomian negara yang 
tidak bisa kita lepaskan dari uang sebagai alat pembayaran 
masyarakat. Kejahatan mengenai uang palsu merupakan kejahatan 
yang tidak lepas dari pengaturan KUHP. Bentuk kejahatan ini 
memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan perekonomian 
negara dan jika kita menengok sistem perekonomian negara kita, 
maka kita tidak bisa lepas dari keberadaan Bank Indonesia sebagai 
Bank Sentral di Indonesia. Berangkat dari hal inilah maka penulis 
dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimanakah Peran Bank 
Indonesia dalam menanggulangi peredaran uang palsu 
berdasarkan ketentuan Pasal 244 dan 245 KUHP. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
1.       Apa saja usaha yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia 
dalam menanggulangi peredaran uang palsu di Indonesia 
berdasarkan ketentuan Pasal 244 dan 245 KUHP ? 
2.       Hambatan apa saja yang dialami Bank Indonesia dalam 
menanggulang peredaran uang palsu di Indonesia ? 
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C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitinan ini adalah: 
1. Untuk mengetahui usaha yang telah dilakukan oleh Bank 
Indonesia dalam menanggulangi peredaran uang palsu di 
Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 244 dan dan 245 
KUHP. 
2. Untuk mengetahui  hambatan apa saja yang dihadapi oleh 
Bank Indonesia dalam menanggulangi peredaran uang palsu 
di Indonesia. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penulisan dilakukan untuk memberikan sumbangan baik 
secara teoritis dan praktis. 
 Secara teoritis, yaitu: 
Untuk membuka wacana akademis dan menambah 
pengetahuan tentang pentingnya Peran Bank Indonesia 
dalam menanggulangi peredaran uang palsu di Indonesia 
berdasarkan ketentuan Pasal 244 dan 245 KUHP. 
 Secara Praktis, yaitu: 
1. Bagi Mahasiswa 
Kegunaan praktis bagi mahasiswa adalah 
memberikan pengetahuan dan wawasan tentang Peran 
Bank Indonesia dalam menanggulangi peredaran uang 
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palsu di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 244 dan 
245 KUHP. 
2. Bagi Perguruan Tinggi 
Kegunaan praktis bagi perguruan tinggi adalah 
menambah kajian ilmu hukum pidana bagi Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin dan seluruh kalangan akademis 
khususnya mengenai Peran Bank Indonesia dalam 
menanggulangi peredaran uang palsu di Indonesia 
berdasarkan ketentuan Pasal 244 dan 245 KUHP. 
3. Bagi Masyarakat 
Kegunaan praktis bagi masyarakat adalah agar 
masyarakat mengetahui dan memahami tentang arti penting 
Peran Bank Indonesia dalam menanggulangi peredaran 
uang palsu di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 244 
dan 245 KUHP. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kedudukan Bank Indonesia Dalam Sistem Keuangan Indonesia 
1. Pengertian Bank Indonesia 
Bank sentral (central bank) merupakan bank pusat. Ditinjau 
dari fungsinya, Bank Sentral merupakan salah satu jenis perbankan 
yang paling utama dan paling penting. Bank ini mengatur berbagai 
kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia 
keuangan di suatu negara. Oleh karena itu, disetiap negara hanya 
ada 1 bank sentral yang dibantu oleh cabang-cabangnya.  
Fungsi utama Bank Sentral adalah mengatur masalah-
masalah yang berhubungan dengan keuangan di suatu negara 
secara luas.5 Di Indonesia, fungsi Bank Sentral dipegang oleh Bank 
Indonesia. Fungsi Bank Indonesia di samping sebagai bank sentral 
adalah sebagai bank sirkulation, bank to bank, dan lender of the 
last resort. 
Bank Indonesia juga disebut sebagai king of bank yang 
berupaya mengawasi setiap bank yang beroperasi di Indonesia. 
Adapun bank yang berada di bawah pengawasan Bank Indonesia 
terdiri dari Bank Konvensional dan Bank Syariah, Bank Umum, dan 
Bank Perkreditan Rakyat serta Bank Campuran dan Bank Asing 
                                                         
5 Kasmir, Pemasaran Bank, Kencana, Jakarta, 2004, Hlm. 13. 
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yang beroperasi di Indonesia. 
Bank Indonesia (BI, dulu disebut De Javasche Bank) adalah 
Bank Sentral Republik Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank 
Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan 
memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini 
mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap 
barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.6  
Kata Bank berasal dari bahasa Italia banque atau Italia 
banca yang berarti bangku. Para bankir Florence pada masa 
Renaissans melakukan transaksi mereka dengan duduk di 
belakang meja penukaran uang, berbeda dengan pekerjaan 
kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk 
sambil bekerja.7  
Dalam Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Bank Indonesia, yaitu : 
a.  Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. 
b. Bank Indonesia adalah lembaga Negara yang independen dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur 
tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal 
yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini. 
                                                         
6  Diakses melalui http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesia Pada hari Senin 29 
September 2014 Pukul 19:00 wita. 
7 Diakses melalui http://id.wikipedia.org/wiki/Bank Pada hari Senin 29 September 2014 
Pukul 19:30 wita. 
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c. Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-
undang ini.8  
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang 
Bank Indonesia dikatakan: 
“Barang siapa melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan 
tugas Bank Indonesia diancam dengan pidana penjara sekurang-
kurangnya 2 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda sekurang-
kurangnya Rp. 2.000.000.000 dan paling banyak Rp. 
5.000.000.000. sedangkan anggota Dewan Gubernur dan atau 
pejabat Bank Indonesia yang melanggar ketentuan di atas diancam 
dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun penjara dan 
paling lama 5 tahun serta denda sekurang-kurangnya 
Rp.2.000.000.000 dan paling banyak Rp.5.000.000.000”.9 
 
Bank Indonesia berkedudukan di ibu kota Negara Republik 
Indonesia dan dapat mempunyai kantor-kantor di dalam dan di luar 
wilayah Negara Republik Indonesia. Modal Bank Indonesia 
ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp. 
2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dan harus ditambah 
sehingga menjadi paling banyak 10 % dari seluruh kewajiban 
moneter, yang dananya berasal dari cadangan umum atau dari 
hasil revaluasi aset. Tata cara penambahan modal dari cadangan 
umum atau dari hasil revaluasi aset ditetapkan dengan Peraturan 
Dewan Gubernur. Dewan Gubernur merupakan pimpinan Bank 
Indonesia, sedangkan yang dimaksud dengan cadangan umum 
adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Bank Indonesia 
yang dapat digunakan untuk menghadapi resiko yang mungkin 
                                                         
8 Amran Basri, Hukum Perbankan Indonesia, Universitas Al-Azhar, Medan, 2006, hlm. 108. 
9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Pasal 67. 
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timbul dari pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia.10  
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 
Perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 
tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan 
memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan 
menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan 
memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. 
Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. 
Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga 
dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan 
menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada 
masyarakat. 
 
2. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia 
Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai 
wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari 
suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, 
mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur 
dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai 
lender of the last resort. Bank yang berfungsi dan menjalankan 
                                                         
10 Sigit triandaru dan Totok Budisantoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba empat, 
Jakarta, 2006, hlm. 38. 
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kewenangan sebagai bank sentral di Indonesia, yaitu Bank 
Indonesia.  
Undang-undang yang kini berlaku yang mengatur kedudukan 
Bank Indonesia sebagai bank sentral, yaitu Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, serta undang-undang 
perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 
Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 
Tentang Bank Indonesia. Undang-undang tersebut merupakan 
peraturan pengganti dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 
Tentang Bank Sentral. 
Ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 
Tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 mengatur bahwa tujuan 
Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai 
rupiah. Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung 
pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di 
dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut 
maka Bank Indonesia dapat melakukan aktivitas perbankan yang 
dianggap perlu, tetapi tidak melakukan kegiatan intermediasi 
seperti bank umum. 
Tujuan dari Bank Indonesia tersebut, sesuai dengan Pasal 7 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, 
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yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan 
nilai rupiah, yaitu kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa 
diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah 
terhadap mata uang negara lain. Tujuan kestabilan nilai rupiah ini, 
yaitu untuk mendukung pemba ngunan ekonomi yang berkelanjutan 
dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai 
tujuan dari Bank Indonesia tersebut, maka dilaksanakan dengan 
bentuk kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, 
transparan, dan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah 
bidang perekonomian. 11 Konsekuensi sebagai lembaga yang 
bertujuan untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, 
maka Bank Indonesia mempunyai tugas untuk:  
a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.  
b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.  
c. Mengatur dan mengawasi bank.12 
Dari tugas utama tersebut bila dilihat secara operasional, 
maka terdapat peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai bank 
sentral. Peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral 
adalah:  
1. Bank Indonesia sebagai badan pembuat kebijakan moneter. Dalam 
hal ini Bank Indonesia menetapkan sasaran-sasaran moneter dan 
                                                         
11 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 
2006, hlm. 118. 
12 Ibid., hlm. 122. 
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melakukan pengendalian moneter baik berdasarkan sistem 
perbankan konvensional maupun berdasarkan sistem syariah. Oleh 
sebab itu Bank Indonesia melaksanakan fungsinya tersebut dengan 
menggunakan cara-cara yang diatur dalam Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yaitu:  
 Operasi pasar terbuka;  
 Penetapan tingkat diskonto;  
 Penetapan cadangan wajib minimum; dan  
 Pengaturan kredit atau pembiayaan.  
Bank Indonesia sebagai pengontrol kredit kepada bank-
bank (credit control). Termasuk di dalamnya bank yang 
berdasarkan prinsip syariah. Ini diatur dalam Pasal 11 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.  
2. Bank Indonesia bertindak sebagai penerbit mata uang Rupiah. 
Bank Indonesisa merupakan satu-satunya lembaga yang 
berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah 
dalam bentuk uang kertas dan logam. Bank Indonesisa juga 
berwenang untuk menarik dan memusnahkan uang Rupiah 
yang telah dikeluarkannya. Ini diatur dalam Pasal 20 jo Pasal 23 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana 
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yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2004.  
3. Bank Indonesisa sebagai pengatur dan pengawas bank. Oleh 
sebab itu Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan 
ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati- 
hatian. Sehubungan dengan hal ini, maka Bank Indonesia 
mempunyai wewenang untuk:  
a. Menetapkan peraturan-peraturan di bidang perbankan 
(Pasal 25 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2004); 
b. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan 
kegiatan usaha tertentu dari bank (Pasal 26 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana yang telah 
diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004);  
c. Melaksanakan pengawasan bank (Pasal 27 Undang-
Undang No. 23 Tahun 1999 sebagaimana yang telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004); dan  
d. Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan 
peraturan yang berlaku (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004).  
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4. Bank Indonesia bertindak sebagai lender of the last resort, yaitu 
Bank  Indonesia sebagai pemberi pinjaman kepada bank dalam 
keadaan yang memaksa untuk menjaga likuiditas dari bank 
tersebut. Dalam hal ini Bank Indonesia melakukan penilaian 
terhadap suatu bank. Keadaan memaksa tersebut dapat 
berupa: 
a. Hal-hal yang membahayakan kelangsungan usaha bank 
yang bersangkutan;  
b. Hal-hal yang membahayakan sistem perbankan; dan  
c. Terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan 
perekonomian nasional.  
5. Bank Indonesisa sebagai bank negara (The banker of the state). 
Bank Indonesisa bertindak sebagai bank dari dan untuk 
pemerintah Indonesia. Dengan demikian berdasarkan fungsinya 
tersebut, Bank Indonesia berwenang:  
a.   Sebagai pemegang kas pemerintah (Pasal 52 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana yang telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004); 
b. Menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta 
menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan 
pemerintah terhadap pihak luar negeri (Pasal 53 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana yang telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004); dan  
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c.  Membantu pemerintah dalam penerbitan surat-surat hutang 
negara (pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2004). 13 
 
3. Status dan Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Lembaga 
Negara Yang Independen 
  Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank 
Sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang 
baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-
undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu 
lembaga negara independen dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah ataupun 
pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam 
undang-undang ini.14 
Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam 
merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya 
sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar 
tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia 
dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau 
                                                         
13 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 286. 
14 Diakses melalui http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/status/Contents/Default. 
aspx Pada Kamis, 2 Oktober 2014 Pukul 17:00 wita. 
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mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun 
juga. 15 
Untuk lebih menjamin independensi tersebut, undang-
undang ini telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank 
Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. 
Sebagai Lembaga negara yang independen kedudukan Bank 
Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara. Disamping 
itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan 
Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar 
Pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut 
diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan 
fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan 
efisien.16 
Independensi kelembagaan ini bukan berarti bahwa Bank 
Indonesia adalah suatu negara karena independensi dimaksud 
hanya terbatas pada tugas dan wewenang yang ditetapkan dalam 
undang-undang. Bank Indonesia tetap tunduk pada segala 
ketentuan hukum di Indonesia atas hal-hal yang bukan merupakan 
cakupan tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang 
Bank Indonesia. 
 
                                                         
15 Ibid. 
16 Diakses melalui http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesia#Status_dan_Kedudukan_ 
Bank_Indonesia Pada Kamis, 2 Oktober 2014 Pukul 17:30 wita. 
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4. Status dan Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral 
Kedudukan dan fungsi Bank Indonesia dicantumkan dalam 
penjelasan Pasal 23 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 
1945. Penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Dasar tersebut yaitu: 
“Juga tentang hal macam dan harga mata uang ditetapkan dengan 
undang-undang. Ini penting karena kedudukan uang itu besar 
pengaruhnya atas masyarakat. Uang terutama adalah alat penukar 
dan pengukur harga. Sebagai alat penukar untuk memudahkan 
pertukaran da jual-beli dalam masyarakat. Berhubung dengan itu, 
perlu ada macam dan rupa uang yang diperlukan oleh rakyat 
sebagai pengukur harga dipertukarkan. Barang yang menjadi 
pengukur harga itu, mestilah tetap harganya, jangan naik turun 
karena keadaan uang yang tidak teratur. Oleh karena itu, keadaan 
uang itu harus ditetapkan dengan undang-undang. Berhubung 
karena itu, kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan 
dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan undang-
undung.” 17 
 
Berdasarkan penjelasan diatas, sudah jelas bahwa Bank 
Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang diberi hak monopoli 
oleh Negara, dimana Bank Indonesia berwenang untuk 
menerbitkan, mengeluarkan, dan mengatur peredaran macam dan 
harga mata uang. 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 
2004 Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, 
dengan tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, 
yang akan dicapai melalui pelaksanaan kebijakan moneter secara 
berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus 
mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang 
                                                         
17 Undang-Undang Dasar  Republik Indonesia 1945, Penjelasan Pasal 23 . 
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perekonomian. 
Bank Indonesia berasal dari De Javasche Bank yang 
merupakan salah satu milik pemerintah Belanda. De Javasche 
Bank didirikan pada zaman penjajahan Belanda, tepatnya pada 
tanggal 10 Oktober 1827. Pendirian bank ini dimaksudkan untuk 
membantu pemerintah Belanda dan untuk mengurus keuangannya 
di Hindia Belanda pada waktu itu. Kemudian, De Javasche Bank 
dinasionalisir pemerintah Republik Indonesia tanggal 6 Desember 
1951 dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 Tentang 
Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi bank milik pemerintah 
Republik Indonesia. 
Selanjutnya berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 17 
Tahun 1965, Bank Indonesia bersama bank-bank lainnya seperti 
Bank Koperasi Tani dan Nelayan, Bank Negara Indonesia dan 
Bank Tabungan Negara dilebur ke dalam Bank Tunggal dengan 
nama Bank Negara Indonesia (BNI). Bank Negara Indonesia ini 
terdiri dari BNI unit I, BNI unit II, BNI unit III, BNI unit IV dan BNI 
unit V. Bank Negara Indonesia unit I kemudian berfungsi sebagai 
Bank Sirkulasi, Bank Sentral dan Bank Umum. Dan Bank Sentral 
dijadikan di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1968. Kemudian ditegaskan lagi dengan Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 1999.18  
                                                         
18 Kasmir, Manajemen Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 19. 
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B. Peran Bank Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa  
Keuangan 
Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas 
jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, 
perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah 
harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa 
Keuangan ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di 
Indonesia perlu untuk diperhatikan karena harus dipersiapkan 
dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan Otoritas 
Jasa Keuangan tersebut.19 
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan: 
“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, 
adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan 
pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang 
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. “  
Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa 
Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan 
seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan 
pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya undang-
undang tentang Otoritas Jasa Keuangan ini hanya mengatur 
mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan 
keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam 
                                                         
19 Siti Sundari, Laporan Kompedium Hukum Bidang Perbankan, Kementrian Hukum dan HAM 
RI, Jakarta, 2011, hlm. 44. 
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pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh 
karena itu, dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan 
diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih 
efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam 
sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin 
tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan 
pengawasan yang lebih terintegrasi. 20 
Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 
1999 tentang Bank Indonesia, pemerintah diamanatkan 
membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang 
independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010. Lembaga ini 
bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, 
pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta 
badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana 
masyarakat.  
Alasan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini 
antara lain makin kompleks dan bervariasinya produk jasa 
keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa 
keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan. Disamping itu, 
salah satu alasan rencana pembentukan OJK adalah karena 
                                                         
20 Rebekka Dosma Siregar, Sistem Koordinasi Aantara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa 
Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 
Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara), 
Medan, 2013, hlm. 2. 
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pemerintah beranggapan bahwa Bank Indonesia, sebagai Bank 
Sentral telah gagal dalam mengawasi sekor perbankan. Kegagalan 
tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi yang melanda 
Indonesia mulai pertengahan tahun 1997, dimana sebanyak 16 
bank dilikuidasi pada saat itu.  
Tujuan OJK dibentuk antara lain agar keseluruhan kegiatan 
didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, 
transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan 
yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu 
melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 21  Disamping 
itu tujuan pembentukan OJK ini agar Bank Indonesia fokus kepada 
pengelolaan moneter dan tidak perlu mengurusi pengawasan bank 
karena bank itu merupakan sektor perekonomian.22 
Pada Pasal 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang 
Otoritas Jasa Keuangan, fungsi Otoritas Jasa Keuangan adalah 
menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang 
terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa 
keuangan.  
Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang 
Otororitas Jasa Keuangan menyebutkan: 
“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:  
                                                         
21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 4 
22  Diakses melalui http://lipsus.kontan.co.id/v2/ojk/read/86/Selamat-datang-wasit-baru-
industri-keuangan Pada hari Jum’at, 3 Oktober 2014 Pukul 20:00 wita. 
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1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; 
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan  
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana 
Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan 
Lainnya.” 
 
Pasal 7  Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang 
Otororitas Jasa Keuangan dijelaskan bahwa: 
“Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor 
Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK 
mempunyai wewenang:  
a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank 
yang meliputi:  
1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, 
anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, 
kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, 
konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha 
bank; dan  
2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, 
penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang 
jasa;  
b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang 
meliputi:  
1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio 
kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian 
kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan 
pencadangan bank;  
2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja 
bank;  
3. Sistem informasi debitur;  
4. Pengujian kredit (credit testing); dan  
5. Standar akuntansi bank;  
c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian 
bank, meliputi:  
1. Manajemen risiko;  
2. Tata kelola bank;  
3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan  
pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan 
perbankan; dan 
4. Pemeriksaan bank.“ 
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Pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka 
tugas Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas moneter dan 
mengatur sistem pembayaran. Selanjutnya untuk melaksanakan 
tugas menjaga stabilitas moneter dan menjaga sistem pembayaran, 
maka Bank Indonesia sebagai bank sentral bukan hanya 
mengawasi bank, tetapi juga dapat mengawasi pasar modal dan 
lembaga keuangan non bank. Hal ini yang selama ini tidak pernah 
dilakukan oleh Bank Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk 
meyakinkan ada atau tidaknya resiko terganggunya stabilitas 
sistem keuangan. 
Sebagai bank sentral, Bank Indonesia juga berperan sebagai 
Lender of the Last Resort. Dalam  hal ini apabila terdapat bank 
yang mengalami kesulitan keuangan dan membutuhkan pinjaman, 
maka Bank Indonesia bertugas memberikan bantuan pinjaman 
dalam bentuk Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP). Akan 
tetapi setelah pengaturan dan pengawasan perbankan dilakukan 
oleh OJK maka yang mengetahui dan menguasai informasi kondisi 
perbankan adalah OJK. Selanjutnya OJK akan melaporkan pada 
Bank Indonesia tentang kondisi bank yang memerlukan bantuan. 
Tentu saja Bank Indonesia tidak dapat secara cepat memutuskan 
untuk memberikan FPJP, akan tetapi terlebih dahulu akan 
melakukan konfirmasi dan peninjauan ulang. Hal ini berpotensi 
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kurang efektifnya peran Bank Indonesia sebagai Lender of the Last 
Resort. 
Sebagai lembaga yang bertugas menjaga sistem 
pembayaran dan mengatur kebijakan moneter, maka Bank 
Indonesia menjaga kestabilan nilai rupiah. Salah satu intrumen 
yang dapat digunakan oleh Bank Indonesia adalah menentukan 
tingkat suku bunga acuan (BI Rate), giro wajib minimum, ketentuan 
devisa dan ketentuan kredit. 
Pelaksanaan pengaturan kebijakan moneter yang dijalankan 
oleh Bank Indonesia harusnya dapat bekerja secara efektif. BI rate 
hendaknya direspon secara langsung oleh kalangan perbankan, 
sehingga berpengaruh terhadap masyarakat khususnya sektor riil. 
Masalahnya adalah selama ini pergerakan BI rate tidak serta merta 
diikuti oleh pergerakan bunga simpanan dan bunga kredit. Ini terjadi 
pada saat BI masih berwenang untuk mengatur dan mengawasi 
perbankan. Hal yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai pada 
saat fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan pindah ke 
OJK, fungsi ini menjadi semakin tidak efektif. 
 
C.  Tindak Pidana Pemalsuan Uang 
1.  Pengertian Menanggulangi 
Menanggulangi berarti menghadapi, mengatasi. 
Penanggulangan berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi. 
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Dalam hal menanggulangi peredaran uang palsu di Indonesia, 
Bank Indonesia melakukan upaya Preventif dan Represif. 
a. Upaya Preventif 
Upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum 
sesuatu terjadi (mencegah sebelum terjadi). Upaya preventif 
yang dilakukan ini menuntut adanya keterkaitan antara institusi 
yang terkait dalam masalah kejahatan uang palsu ini dengan 
masyarakat luas. 
b. Upaya Represif 
Upaya represif adalah tindakan yang dilakukan setelah sesuatu 
terjadi. Upaya Represif dalam menanggulangi peredaran uang 
palsu adalah dengan mengungkap kejahatan uang palsu yang 
dilakukan oleh penegak hukum. 
 
2. Pengertian Tindak Pidana 
Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah stratbaar feit dan 
dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering 
mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-
undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan 
istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. 
Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 
pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk 
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dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa 
hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang 
abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan 
hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti 
yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat 
memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam 
kehidupan masyarakat.23 
Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno yakni perbuatan 
pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 
tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.24  
Pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa 
perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu 
perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum 
atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai 
dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan 
kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya 
ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang 
menimbulkan kejadian tersebut.  
Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar 
aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat 
dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan 
                                                         
23 Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2000, hlm. 62. 
24 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54. 
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pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat 
bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang 
erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang 
menimbulkan  kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula. 
Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang 
Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan 
pidana akan lebih lengkap apabila tersusun maka, perbuatan 
pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum 
pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa 
yang melanggar larangan tersebut.25  
Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat 
“Aturan hukum pidana” dimaksudkan  akan memenuhi keadaan 
hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang 
tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Bambang Poernomo 
juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana 
yang dinyatakan hanya menunjukan sifat perbuatan terlarang 
dengan diancam pidana.26  
Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, 
perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu 
adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing stafbaar feit 
namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari 
istilah sratfbaar feit dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan 
                                                         
25 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm.130. 
26 Ibid. 
 31 
pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli 
hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, 
ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan 
pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah 
masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukan 
pengertian perbuatan melanggar morma dengan mendapat reaksi 
masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.27 
Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok 
dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan 
perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas 
perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai 
dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai 
perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas 
(Principle of legality), asas yang menentukan bahwa tidak ada 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak 
ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya 
ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai nullum delictum nulla 
poena sine praevia lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa 
peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, 
sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud 
mengandung tiga pengertian yaitu: 
                                                         
27 Ibid. 
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a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 
pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam 
suatu aturan undang-undang. 
b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh 
digunakan analogi. 
c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. 
Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu 
kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan 
suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara 
keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus 
berupa kesengajaan atau kelapaan. Dikatakan bahwa kesengajaan 
dolus dan kealpaan culpa adalah bentuk-bentuk kesalahan 
sedangkan istilah dari pengertian kesalahan schuld yang dapat 
menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena 
seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat 
melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia 
harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang 
telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti 
benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah 
dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi 
hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.28 
 
                                                         
28 Kartonegoro, Op. cit., hlm. 156. 
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3. Pengertian Pemalsuan Uang 
Pemalsuan berasal dari kata dasar Palsu yang dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia artinya tiruan.29 Pemalsuan berasal dari 
Bahasa Belanda yaitu Vervalsing atau Bedrog yang artinya 
proses, cara atau perbuatan memalsu. Sedangkan uang adalah 
alat tukar atau standar pengukuran nilai (kesatuan hitungan yang 
sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara yang berupa 
kertas, emas, perak, logam yang dicetak dengan bentuk dan 
gambar tertentu).30  
Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang dan uang 
kertas, yang kadang disingkat dengan pemalsuan uang, dibentuk 
dengan tujuan untuk memberi perlindungan hukum terhadap 
masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang. 
Tindak pidana pemalsuan uang adalah berupa penyerangan 
terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan 
keaslian dari benda uang sebagai alat pembayaran yang sah.31 
Dalam sistem hukum pidana kita, tindak pidana terhadap 
pemalsuan mata uang dan uang kertas merupakan tindak pidana 
yang berat, terbukti dari dua hal, ialah: 
1) Ancaman pidana maksimum pada tindak pidana pemalsuan 
uang rata-rata berat. Ada tujuh bentuk tindak pidana 
                                                         
29 Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 817. 
30 Ibid., hlm. 1232. 
31 Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Pemalsuan, PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2014, hlm. 46. 
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pemalsuan uang dalam Bab X Buku II KUHP, dua diantaranya 
diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun (Pasal 
244 dan 245), dua dengan pidana penjara maksimum 12 
tahun (Pasal 246 dan 247), satu dengan pidana penjara 
maksimum 6 tahun (Pasal 250). Sementara sisanya diancam 
dengan pidana penjara maksimum 1 tahun (Pasal 250 bis) 
dan pidana penjara maksimum 4 bulan 2 minggu (Pasal 249). 
2) Keberlakuan norma hukum tindak pidana mengenai uang 
berlaku asas universalitetit. Maksudnya adalah bagi setiap 
orang diluar wilayah hukum Indonesia melakukan tindak 
pidana mengenai mata uang dan uang kertas Indonesia, 
diberlakukan hukum pidana Indonesia (Pasa 4 angka 2 
KUHP).32 
 
4. Pengedaran Uang Palsu di Indonesia 
Mata uang yang berlaku di Indonesia diatur dalam UU No. 7 
Tahun 2011 tentang Mata Uang (Undang-Undang Mata Uang). 
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang mengatakan bahwa 
mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. 
Rupiah memiliki ciri pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan 
tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai 
                                                         
32 Ibid. 
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nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya 
pemalsuan.33 
Ciri khusus yang ada dalam rupiah diatur dalam Pasal 5 ayat 
(3) dan (4) Undang-Undang Mata Uang dimana ciri khusus ini 
dimaksudkan sebagai pengaman dan terdapat dalam desain, 
bahan dan teknik cetak rupiah tersebut. Adapun sifat dari ciri 
khusus ini bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup.34 
Pembuatan dan pengedaran uang rupiah di Indonesia 
diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Mata Uang 
kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan satu-satunya 
lembaga yang berwenang untuk mengedarkan uang rupiah kepada 
masyarakat. Hal ini berarti tidak ada lembaga ataupun orang lain 
yang berhak untuk mengedarkan uang rupiah yang sudah dibuat.35 
Pentingnya keberadaan uang di Indonesia tidak luput dari 
kejahatan atau tindak pidana pihak-pihak yang tidak bertanggung 
jawab. Pembuatan dan pengedaran uang palsu merupakan salah 
satu kejahatan terhadap mata uang rupiah. Kasus tindak pidana 
pengedaran uang palsu di Indonesia mengalami peningkatan. Bank 
Indonesia pada tahun 2012 mencatat, peredaran uang palsu di 
Indonesia mencapai 50.134 lembar. 
36
 
                                                         
33 Denico Doly, Info Singkat Vo. V No. 09/I/PD3DI/Mei/2013 Tindak Pidana Pengedaran Uang 
Palsu di Indonesia, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (PD3I) Sekretariat DPR 
RI, 2013, hlm. 2. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
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Banyaknya pengedaran uang palsu di Indonesia 
dikarenakan banyak faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi 
masyarakat yang masih rendah. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak 
yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan pekerjaan 
kepada orang yang kesulitan ekonomi. Faktor lainnya yaitu makin 
canggihnya teknologi dalam meniru uang rupiah asli. Kemajuan 
teknologi ini dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan dengan 
membuat uang palsu.  
Kejahatan terhadap mata uang rupiah dapat dikategorikan 
dua jenis, yaitu:  
a. Pembuatan Uang Palsu  
Ketentuan larangan mengenai pembuatan uang Rupiah 
palsu sudah diatur dalam Pasal 244 KUHP yang menyebutkan 
bahwa barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau kertas 
yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk 
mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang 
kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana 
penjara paling lama lima belas tahun. 
b. Pengedaran Uang Palsu  
Pengedaran uang palsu diatur dalam dalam Pasal 245 
KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja 
mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh 
Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan 
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tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau 
waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun 
barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata 
uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk 
mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan 
tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima 
belas tahun.  
 
5. Perbuatan Meniru atau Memalsu Uang (Pasal 244 KUHP) 
Pasal 244 KUHP merumuskan sebagai berikut: 
“Barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas 
yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk 
mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang 
kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana 
penjara paling lama lima belas tahun.” 
 
Objek pemalsuan dalam pasal ini ialah: 
 Uang negara: Uang dari logam dibuat oleh negara; 
 Uang kertas negara: Uang kertas yang dikeluarkan oleh 
negara; 
 Uang kertas bank: uang kertas yang dikeluakan oleh bank. 
 
 Semuanya itu tidak saja meliputi uang Indonesia, tetapi 
termasuk juga uang negara asing.37 
 
                                                         
37 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya 
Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1995, hlm. 184. 
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  Perbuatan meniru uang adalah membuat barang yang 
menyerupai uang, biasanya memakai logam yang lebih murah 
harganya, akan tetapi meskipun memakai logam yang sama atau 
lebih mahal harganya, dinamakan pula “meniru”. 38 Penipuan dan 
pemalsuan uang itu harus dilakukan dengan maksud akan 
mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang itu sehingga 
masyarakat menganggap sebagai uang asli. Termasuk juga 
apabila seandainya alat-alat pemerintah untuk membuat uang asli 
dicuri dan dipergunakan untuk membuat uang palsu itu. 
  Perbuatan memalsu uang adalah uang tulen dikurangi 
bahannya kemudian ditempel dengan bahan yang lebih murah, 
demikian rupa, sehingga uang itu tetap serupa dengan uang yang 
betul.39 
 
6. Perbuatan Sengaja Mengedarkan Mata Uang atau Uang 
Kertas Palsu atau Dipalsu (Pasal 245 KUHP) 
Pasal 245 KUHP merumuskan sebagai berikut: 
 
“Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang 
kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata 
uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau 
dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa 
tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau 
memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang 
demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh 
mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”  
                                                         
38 Ibid. 
39 Ibid. 
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 Tentang uang negara, uang negara kertas, uang kertas 
bank, meniru dan memalsu telah dijelaskan pada Pasal 244.40 
 Dari rumusan Pasal 245 KUHP tersebut, dapat diketahui 
bahwa terdapat empat macam tindak pidana: 
1) Tindak pidana - melarang orang yang dengan sengaja 
mengedarkan mata uang atau uang kertas atau bank palsu 
atau dipalsu sebagai mata uang atau tidak dipalsu, uang 
palsu atau dipalsu mana ditiru atau dipalsu olehnya sendiri. 
2) Tindak pidana - melarang orang dengan sengaja 
mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau bank 
tidak asli atau dipalsu sebagai uang asli atau tidak dipalsu, 
yang waktu menerima mata uang atau uang kertas tersebut 
diketahuinya sebagai tidak asli atau dipalsu. 
3) Tindak pidana – melarang orang yang dengan sengaja 
menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau 
uang kertas negara atau bank tidak palsu atau dipalsu, yang 
ditiru atau dipalsu olehnya sendiri dengan maksud untuk 
mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai asli dan 
tidak palsu. 
4) Tindak pidana – melarang orang yang dengan sengaja 
menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau 
uang kertas negara atau bank yang waktu diterima 
                                                         
40 Ibid., hlm. 185.  
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diketahuinya sebagai tidak asli atau dipalsu, dengan maksud 
untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seperti 
uang asli dan tidak dipalsu.41 
 
  Perbedaan kedua pasal tersebut adalah hanya pada 
perbedaan unsur saja, jika pada Pasal 245 mengancam pelaku 
yang dengan sengaja mengedarkan atau menyimpan uang palsu. 
Sedangkan pada Pasal 244 dijelaskan terhadap ancaman pidana 
terhadap orang yang dengan sengaja meniru atau membuat uang 
palsu.  
Berdasarkan temuan Bank Indonesia, disebutkan pada 
2012, setiap satu juta lembar uang beredar, ada uang palsu 
delapan uang pecarah. Sedangkan pada 2011 ada 11 dan 2010 
ada 20 pecahan uang palsu.  
Gubernur Bank Indonesia,  Agus Martowardojo di Jakarta, 
mengingatkan ada perbedaan antara uang palsu dan penipuan 
saat transaksi pembayaran. Penipuan, terdapat kejanggalan dalam 
transaksi pembayaran yang dilakukan bukan dengan uang 
sungguhan. Sedangkan uang palsu, bisa diartikan tindakan 
menyamarkan uang sungguhan. 
 Penipuan seolah-olah membayar dengan uang yang benar-
benar bukan uang, bukan dengan uang palsu, misalnya 
                                                         
41 Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Op. cit., hlm. 54. 
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menggunakan uang monopoli. Hal ini disebut penipuan, 
sedangkan pada kasus uang palsu, yang dimaksud ialah mencoba 
memalsukan atau menyamarkan yang benar tapi pada dasarnya 
itu merupakan uang palsu yang digunakan saat transaksi 
pembayaran. 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
42 Diakses  melalui http://plasadana.com/detail.php?id=7256 Pada hari Jumat, 7 Oktober 
2014 Pukul 19.00 wita 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau 
wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. 
Berdasarkan judul “Peran Bank Indonesia Dalam Menanggulangi 
Peredaran Uang Palsu di Indonesia Berdasarkan Pasal 244 dan 
245 KUHP” maka Penulis memilih lokasi penelitian di Kantor 
Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I di Makassar, Sulawesi 
Selatan, sebagai instansi yang relevan untuk memperoleh data dan 
melakukan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang 
diteliti oleh penulis. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data dibutuhkan dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut:  
1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai 
kekuatan yang mengikat bagi individu maupun masyarakat 
yang dapat membantu penulisan. Dalam hal ini adalah 
peraturan perundang-undangan terkait seperti Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 
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Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dan 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 
Keuangan. 
2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat 
hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat 
membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum 
primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran 
para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu 
secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana 
penulis akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan 
sekunder disini adalah semua tulisan yang tidak berbentuk 
peraturan perundang-undangan, seperti; buku-buku atau 
literatur, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum atau jurnal-jurnal 
umum.  
3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan 
memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum 
lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah Kamus Besar 
Bahasa Indonesia dan Wikipedia.org.  
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka pengumpulan bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, maka Penulis 
menggunakan cara-cara pengumpulan data sebagai berikut: 
1) Penelitian kepustakaan (Library Research)  
Pengumpulan data pustaka diperoleh dari sebagai data 
yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku 
dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. 
Disamping itu juga data yang diambil penulis ada yang berasal 
dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan-
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2) Penelitian Lapangan (Field Research) 
a. Observasi 
Observasi yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk 
melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang di 
butuhkan baik data primer maupun sekunder. 
b. Wawancara 
Wawancara yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya 
jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden, 
dalam hal ini adalah Pegawai Kantor Perwakilan Bank 
Indonesia Wilayah I di Makassar, Sulawesi Selatan. 
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D. Analisis Data  
Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan baik bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum 
tersier maka data tersebut diolah terlebih dahulu dan dianalisis 
secara kualitatif, artinya menjabarkan dengan kalimat-kalimat 
sehingga diperoleh bahasan atau paparan yang sistematis dan 
dapat dimengerti. Dengan analisis tersebut diharapkan pada 
akhirnya penelitian dapat menjabarkan masalah dan menghasilkan 
suatu kesimpulan. 
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BAB IV 
PENELITIAN DAN ANALISIS 
 
A. Usaha Yang Telah Dilakukan Oleh Bank Indonesia Dalam 
Menanggulangi Peredaran Uang Palsu di Indonesia 
Berdasarkan Ketentuan Pasal 244 dan 245 KUHP 
 
Sebelum membahas usaha yang telah dilakukan oleh Bank 
Indonesia dalam menanggulangi peredaran uang palsu, ada 
baiknya kita mengetahui rumusan Pasal 244 dan 245 KUHP. 
Pasal 244 KUHP merumuskan sebagai berikut: 
“Barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas 
yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk 
mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang 
kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana 
penjara paling lama lima belas tahun.” 
 
Sedangkan Pasal 245 KUHP merumuskan sebagai berikut: 
 
“Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang 
kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang 
atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu 
olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli 
atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan 
ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan 
maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai 
uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling 
lama lima belas tahun.”  
Dari rumusan Pasal-pasal tersebut, Asisten Manager Bank 
Indonesia, Muh. Sageruddin menjelaskan usaha-usaha yang telah 
dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menanggulangi peredaran 
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uang palsu di Indonesia berdasarkan ketentuan pasal tersebut, 
yakni secara Preventif dan Represif. 43 
1. Secara Preventif 
Secara Preventif Bank Indonesia telah melakukan usaha-
usaha sebagai berikut dalam menanggulangi peredaran uang 
palsu: 
a) Meningkatkan Teknik Pembuatan Uang 
Uang asli harus dibuat dengan teknik secanggih 
mungkin agar sulit dipalsukan. Untuk itu, Perusahaan Umum 
Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) 
sebagai lembaga yang berwenang untuk mencetak uang, 
harus mengambil langkah untuk melakukan pengamanan 
terhadap pembuatan uang dan pengamanan terhadap 
pembuatan uang dan pengamanan selama tahap 
produksinya, sehingga uang yang dihasilkan adalah uang 
yang sulit untuk dipalsukan. Usaha pencetakan uang dengan 
cara yang secanggih mungkin tersebut seperti: 
1) Pemilihan bahan kertas uang yang tepat. Kertas yang 
digunakan harus memenuhi standar yang telah 
ditentukan, seperti kertas harus tipis tetapi mempunyai 
daya tahan yang tinggi, sehingga tidak mudah kusut dan 
                                                         
43  Muh. Sageruddin diwawancarai pada tanggal 24 November 2014, Pukul 10:00 wita di 
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I Makassar. 
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sobek. Segi-segi pengamanan pada kertas tersebut juga 
harus diperhatikan, seperti serat-serta berwarna, benang 
pengaman dan tanda air. 
2) Pemilihan warna, artinya kombinasi warna yang 
digunakan harus bisa menyulitkan orang lain untuk 
memalsukannya. 
3) Pembuatan nomor-nomor jebakan dalam suatu design 
yang sulit untuk dipahami oleh para pemalsu dan 
potensial. 
4) Penggantian desain uang rupiah dengan system 
pengamanan terbaru serta membangun pusat database 
uang rupiah  yang mampu mendeteksi penemuan uang 
palsu di seluruh wilayah Indonesia dengan cepat. 
 
b) Melakukan Sosialisasi  
Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, 
ukuran, warna, gambar, dan/ atau desainnya menyerupai 
Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau 
diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara 
melawan hukum.  
Bank Indonesia melakukan sosialisasi ciri-ciri uang 
rupiah asli, sosialisasi diberikan kepada masyarakat awam 
khususnya bagi mereka yang pekerjaannya selalu 
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berhubungan dengan uang, misalnya kasir toko, pedagang, 
petugas SPBU dan lain-lain, agar selalu waspada terhadap 
uang yang diterimanya. Pengenalan ciri-ciri uang ini bisa 
dilakukan secara bersama-sama oleh pihak terkait dibawah 
koordinasi Botasupal.  
Sosialisasi tingkat lanjut juga dilakukan kepada teller-
teller perbankan untuk meminimalisir potensi peredaran 
uang palsu di lingkungan bank. Sosialisasi ini dilakukan 
dalam bentuk pelatihan, tidak hanya menggunakan 
peralatan, namun juga keterampilan. 
Uang Rupiah memiliki ciri-ciri berupa tanda-tanda 
tertentu yang bertujuan mengamankan uang Rupiah dari 
upaya pemalsuan. Secara umum, ciri-ciri keaslian uang 
Rupiah dapat dikenali dari unsur pengaman yang tertanam 
pada bahan uang dan teknik cetak yang digunakan, yaitu: 
1. Tanda Air (Watermark) 
Salah satu pengaman yang digunakan pada uang 
kertas adalah watermark (tanda air). Disebut sebagai 
watermark karena gambar tersebut bersifat transparan 
seperti air dan hanya terlihat bila dihadapkan pada cahaya. 
Hampir semua uang kertas sudah menerapkan sistem ini, 
termasuk pula uang kertas negara kita. 
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2. Benang Pengaman (Security Thread) 
Ditanam di tengah ketebalan kertas atau terlihat 
seperti dianyam sehingga tampak sebagai garis melintang 
dari atas ke bawah, dapat dibuat tidak memendar maupun 
memendar di bawah sinar ultraviolet dengan satu warna atau 
beberapa warna. 
3. Cetak Intaglio 
Teknik cetak Intaglio sifatnya unik karena membuat 
uang terasa kasar bila diraba atau tacticle effect. Warna 
yang munculpun berkesan kuat serta menghasilkan elemen 
halus sampai tebal. Karena tintanya timbul, perlu waktu 
untuk pengeringan sebelum proses berikutnya. Intaglio bias 
ditempatkan dibagian muka saja atau di dua sisi: bagian 
muka dan belakang. Interpol merekomendasikan bahwa 
sedapat mungkin uang kertas dicetak menggunakan intaglio 
di kedua sisi. Semakin mahal pecahan uang tersebut maka 
cetakan intaglio-nya akan semakin rumit. Ke pemilikan mesin 
intaglio tidak sembarangan, hanya percetakan uang resmi 
dan menerapkan tradisi cetak uang sesuai resolusi atau 
rekomendasi Interpol yang dapat mengoperasikannya. 
4. Gambar Saling Isi (Rectoverso) 
Pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan 
cetakan pada bagian muka dan belakang beradu tepat dan 
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saling mengisi jika diterawangkan ke arah cahaya. 
5. Tinta Berubah Warna (Optical Variable Ink) 
 Hasil cetak mengkilap (glittering) dengan tinta OVI, 
logo Bank Indonesia akan berubah dari warna kuning 
keemasan menjadi hijau jika dilihat dari sudut pandang yang 
berbeda, fitur ini terdapat pada uang nominal Rp. 100.000. 
6. Tulisan Mikro (Micro Text) 
Tulisan berukuran sangat kecil yang hanya dapat 
dibaca dengan menggunakan kaca pembesar. 
7. Tinta Tidak Tampak (Invisible Ink) 
Hasil cetak tidak kasat mata yang akan memendar di 
bawah sinar ultraviolet. 
8. Gambar Tersembunyi (Latent Image) 
Teknik cetak dimana terdapat tulisan tersembunyi 
yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.44 
Bank Indonesia membantah bahwa peredaran uang 
palsu di Indonesia kini semakin marak. Namun Bank 
Indonesia mengakui  pembuat uang palsu dinilai lebih 
canggih dari sistem yang ada sehingga uang palsu masih 
bisa diedarkan secara leluasa. 
Bank Indonesia selama tahun 2014 menemukan 
jumlah peredaran uang palsu mencapai 77.596 lembar 
                                                         
44 Materi Penyuluhan Kenali Uang Rupiah Anda: Uang Kertas dan Uang Logam Rupiah 
Indonesia, Direktorat Pengedaran Uang Bank Indonesia, Jakarta. 
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dengan didominasi pecahan Rp 100 ribu yang jumlahnya 
mencapai 92 persen. Direktur Departemen Pengelolaan 
Uang Bank Indonesia, Eko Yulianto mengemukakan, 
peredaran uang palsu paling banyak ditemukan di wilayah 
DKI Jakarta.45 
Pada 21 November 2014, Satuan Resmob Polresta 
Bekasi Kota membekuk 6 orang yang berperan sebagai 
kurir uang palsu ke tangan pembeli. Hal ini terungkap 
setelah polisi menangkap 9 pelaku pembuat uang palsu. 
Kapolresta Bekasi Kota Kombes Rudi Setiawan menuturkan 
tingkat kualitas uang palsu yang dicetak di Perumahan 
Metland Jalan Biduri K1 No. 3 Kecamatan Tambun Selatan, 
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tersebut hampir mirip dengan 
uang asli. Kualitasnya mencapai 80 persen dari uang asli. 
Bahkan, begitu sempurnanya uang palsu tersebut dapat 
dibelanjakan ke minimarket yang mempunyai alat sinar 
ultraviolet tanpa diketahui sang kasir. Didalam uang palsu 
tersebut terdapat tanda air, gambar WR Suprataman, nilai 
nominal, peta kepulauan Indondesia, dan nominal terasa bila 
diraba, mendekati sempurna.
46
 
                                                         
45  Diakses melalui http://www.merdeka.com/peristiwa/peredaran-uang-palsu-selama-
2014-capai-77596-lembar.html Pada hari Senin, 1 Desember 2014 Pukul 21:00 wita. 
46  Diakses melalui http://news.liputan6.com/read/2138931/6-pengedar-uang-palsu-di-
bekasi-dibekuk Pada hari senin, 1 Desember 2014 Pukul 21:15 wita. 
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Siapapun bisa saja menjadi korban peredaran uang 
palsu. Menurut Bank Indonesia, beberapa modus yang 
sering digunakan pelaku antara lain: 
 Modus penggandaan uang. Caranya adalah pelaku 
menjanjikan bisa melipat-gandakan uang. Korban diminta 
menyetor sejumlah uang lalu pelaku akan memberikan uang 
dalam jumlah yang jauh lebih besar. Uang yang diserahkan 
pelaku itulah yang merupakan uang palsu. 
 Modus pelaku bertransaksi seperti biasa, tetapi 
menggunakan uang palsu. Modus ini bisa menimpa siapa 
saja, terlebih mereka yang berbisnis jual beli mulai dari 
kalangan atas sampai kalangan bawah. Pelaku biasanya 
memanfaatkan situasi sibuk sehigga korban tidak sempat 
memperhatikan dan memeriksa bahwa uang yang 
diterimanya adalah uang palsu. 
 Modus menyisipkan uang palsu diantara uang asli. Untuk 
menghindarinya, usahakan untuk memeriksa setiap lembar 
uang yang diperoleh untuk memastikan tidak ada uang palsu 
yang terselip di dalamnya. Modus ini biasa dilakukan saat 
menjelang lebaran atau hari-hari besar lainnya. 
 Modus pelaku berbelanja beberapa barang berharga sekitar 
Rp 30.000 dengan uang asli pecahan Rp 100.000. Namun, 
begitu menerima uang kembalian, pelaku pergi dan menukar 
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uang kembalian Rp 50.000 asli dengan uang palsu miliknya. 
Setelah itu, mereka kembali ke pedagangnya dan 
mengatakan bahwa uang kembalian yang mereka terima 
adalah palsu. 
 Modus pelaku berbelanja di tempat-tempat kumuh, dimana 
para pedagangnya tidak akan memeriksa keaslian rupiah 
yang diberikan dan biasanya dilakukan pada malam hari. 
 Modus meminta tolong untuk ditransferkan uang dengan 
nominal tertentu ke rekening orang lain dengan alasan 
keluarganya sedang dirawat di salah satu Rumah Sakit  dan 
saldo di rekeningnya sudah limit sehingga  membuat korban 
merasa iba dan melakukan permintaan pelaku. 
  Berikut jumlah temuan uang palsu di sejumlah wilayah 
Indonesia per- Mei 2014: 
No. Wilayah Temuan Jumlah Temuan 
1. Sulawesi, Maluku dan Papua 306 
2. Kalimantan 62 
3. Bali dan Nusa Tenggara 242 
4. Jawa Timur 932 
5. Jawa Tengah dan Yogyakarta 237 
6. Jawa Barat dan Banten 36 
7. Sumatera Selatan dan Bangka 499 
8. Belitung, Bengkulu, Lampung, 
Sumatera Barat dan Kep. Riau 
67 
9. Riau, Jambi dan Sumatera Utara 504 
 Sumber: www.tempo.co/read/news/2014/ 
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Berdasarkan data Bank Indonesia, daerah yang masih 
rawan peredaran uang palsu adalah di daerah Jawa Timur, 
di mana ada 932 temuan uang kertas palsu.47 
 
c) Melakukan Kerjasama Dengan Institusi Terkait Dalam  
Penanggulangan Kejahatan Uang Palsu  
 Bentuk Kerjasama antara pihak Bank Indonesia 
dengan pihak Botasupal (Badan Koordinasi Pemberantasan 
Uang Palsu) yaitu dalam hal saling memberikan informasi 
apabila mengetahui adanya hal-hal atau informasi bahwa 
telah ditemukannya uang yang diduga palsu ataupun tempat 
tertentu yang dicurigai menjadi dilakukannya praktik 
pembuatan uang palsu. Botasupal yang terdiri dari BIN 
(Badan Intelegensi Nasional), Kepolisian, Kejaksaan, dan 
Kehakiman. Tugas pokok Botasupal adalah: 
 Mengkoordinasikan semua usaha dan kegiatan badan/ 
instansi/ lembaga pemerintah terkait yang mempunyai 
wewenang dan atau  kepentingan dalam pemberantasan dan 
penanggulangan terhadap pemalsuan, peredaran dan 
penyalahgunaan  baik uang kartal ataupun giral, maupun 
dokumen sekuriti dan barang cetak berharga lainnya. 
                                                         
47 Diakses melalui http://www.tempo.co/read/news/2014/06/18/087586081/Waspadai-
Uang-Palsu-Menjelang-Ramadan Pada hari Senin, 12Januari 2015 Pukul 19:00 wita. 
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 Menyelenggarakan kegiatan/ operasi intelijen untuk 
menemukan dan bersama penyidik Polri melakukan tindakan 
hukum kepada pelaku, sumber  dan atau jaringan/ pemalsu/ 
pengedar uang, dokumen sekuriti dan barang cetak berharga 
lainnya. 
 Melaksanakan kegiatan dan operasi pengamanan dan 
pengawasan terhadap proses kegiatan pencetakan uang, 
dokumen sekuriti dan barang cetakan berharga lainnya. 
 Menyelenggarakan perijinan operasi pencetakan, pengadaan 
bahan baku/ bahan pengaman tambahan dan distribusi, baik 
yang baru maupun perpanjangan, bagi para pemohon dari 
Perusahaan umum, BUMN/ BUMD dan Badan-Badan Usaha 
(swasta) dibidang usaha Pencetakan uang, dokumen 
sekuriti, dan barang cetak berharga lainnya. 
 
2. Secara Represif 
Secara Represif Bank Indonesia bekerjasama dengan 
aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan dan 
pengungkapan kejahatan uang palsu dengan langkah-langkah: 
a. Penyelidikan 
Pasal 1 angka 5 KUHAP merumuskan: 
“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk 
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga 
sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya 
dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam 
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undang-undang ini.” 
 
Dalam kasus peredaran uang palsu, dilakukan 
penyelidikan sesuai dengan kronologis yang terjadi, yang 
dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok dalam 
masyarakat, agar mata rantai peredaran uang palsu dapat 
segera diputuskan hingga tuntas. 
b.   Penindakan 
Penindakan adalah melakukan upaya penegakan 
hukum yang adil sesuai dengan tindakan peredaran uang 
palsu yang dilakukan masyarakat tanpa membeda-bedakan 
pelakunya karena kita mengenal asas Equality Before The 
Law yakni semua orang sama didepan hukum. Serta, Hakim 
wajib memutuskan seadil-adilnya hukuman terhadap pelaku 
tindak pidana peredaran uang palsu sesuai dengan undang-
undang yang berlaku agar dapat memberikan efek jera. 
 
Dari uraian tersebut, dapat dilihat bahwa Peran yang 
dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menanggulangi 
peredaran uang palsu, khususnya dalam hal preventif 
(pencegahan sebelum kejahatan ini terjadi) yang niat dan 
tindakannya berasal dari Bank Indonesia langsung. 
Sedangkan upaya represifnya (penanggulangan setelah 
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kejahatan ini terjadi) merupakan peran dari para penegak 
hukum, yang bekerja sama dengan Bank Indonesia.  
Mengenai kerjasama antara pihak Kepolisian dengan 
Bank Indonesia yaitu apabila pihak Bank Indonesia 
menemukan uang palsu karena penukaran uang lama 
dengan uang baru ataupun penukaran uang pecahan rupiah, 
maka pihak Bank Indonesia segera melaporkan hal tersebut 
ke Kepolisian untuk kemudian pihak Kepolisian menurunkan 
Surat Perintah untuk dilakukannya penyelidikan atas temuan 
uang palsu tersebut. Kemudian diberikan perintah untuk 
melakukan penyelidikan atau penyidikan. 
Dalam hal penyelidikan dimana Bank Indonesia telah 
diminta oleh pihak Kepolisian untuk memberikan pernyataan 
bahwa uang yang diduga palsu itu memang benar-benar 
palsu dan diberi tanda oleh Bank Indonesia sebagai uang 
palsu dan juga dalam hal pembuktian yaitu setelah diminta 
oleh Kepolisian atau Jaksa Penuntut Umum untuk menjadi 
saksi ahli di pengadilan, maka kedua hal tersebut bukanlah 
upaya yang dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia karena 
kondisinya Bank Indonesia “diminta” bukan atas niatnya 
sendiri melakukan tindakan dalam hal penyelidikan maupun 
pembuktian tersebut. Tanpa adanya permintaan dari pihak 
Kepolisian, Bank Indonesia tidak dapat bertindak sendiri. 
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Bagian di Bank Indonesia yang berhak menjadi saksi 
ahli serta dalam hal pemberitahuan kepada pihak Kepolisian 
adalah bagian Kas Bank Indonesia. Di mana apabila ada 
permintaan dari pihak Kepolisian untuk menyatakan bahwa 
uang yang dilaporkan itu memang palsu, maka pihak Bank 
Indonesia yaitu pimpinan bagian Kas Bank Indonesia 
kemudian menunjuk siapa yang akan menjadi saksi ahli 
dalam kasus pemalsuan uang tersebut dilihat dari 
kemampuan yang dimiliki.  
Peran Bank Indonesia dalam menanggulangi 
peredaran uang palsu kaitannya dengan penegakan hukum 
ialah membantu pihak Kepolisian dalam penyelidikan 
ataupun penyidikan dan membantu pihak Kejaksaan atau 
pengadilan dalam hal memberikan keterangan sebagai saksi 
ahli dalam pemeriksaan atau pembuktian di pengadilan 
dalam kasus kejahatan pemalsuan uang. Sebab tanpa 
dukungan atau bantuan dari pihak Bank Indonesia, pihak 
Kepolisian akan kesulitan dalam melakukan penyelidikan 
ataupun penyidikan mengingat sangat pentingnya peran 
Bank Indonesia tersebut. 
Sedangkan koordinasi antara pihak Kepolisian 
dengan Botasupal antara lain dengan Botasupal 
mengirimkan surat bahwa telah ditemukannya uang palsu 
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beserta keterangan, kemudian pihak Botasupal akan datang 
secara langsung untuk melihat uang palsu tersebut serta 
keterangan tentang bagaimana cara ditemukannya uang 
palsu oleh pihak Kepolisian.  
Oleh karena itu, kedua belah pihak ini (Kepolisian dan 
Bank Indonesia) harus mengeratkan koordinasinya dalam 
rangka menanggulangi peredaran uang palsu. Kepolisian 
sebagai pengambil tindakan pertama diusutnya suatu kasus 
pemalsuan uang dan Bank Indonesia sebagai penentu 
apakah uang yang diduga palsu tersebut itu benar palsu 
atau tidak. Meskipun yang termasuk dalam penegakan 
hukum adalah aparat Kepolisian, namun peran Bank 
Indonesia tersebut di atas sangat memegang peranan 
penting. Kepolisian dan Bank Indonesia dapat dikatakan 
sebagai pintu pembuka dilakukannya penegakan hukum 
terhadap kejahatan pemalsuan mata uang serta dilanjutkan 
dengan kekuasaan kehakiman serta diakhiri dengan 
pengambilan keputusan oleh hakim (penjatuhan hukuman). 
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B. Hambatan Yang Dialami Bank Indonesia Dalam Menanggulangi 
Peredaran Uang Palsu di Indonesia 
 Menurut Muh. Sageruddin, hambatan yang dialami oleh 
Bank Indonesia dalam menanggulangi peredaran uang palsu di 
Indonesia ada 3 yaitu: 
1) Tingkat Pemalsuan Uang yang Semakin Beragam 
Berdasarkan temuan Bank Indonesia dengan pihak terkait 
hingga saat ini, jenis pemalsuan uang rupiah dapat 
dikategorikan sebagai berikut : 
a. Lukisan tangan  
 Jenis pemalsuan dengan cara Lukisan tangan sangat 
mengandalkan kemampuan melukis pada kertas dengan 
mencontoh gambar pada uang kertas asli. 
b. Pemindahan Warna (Colour Transfer) 
 Jenis pemalsuan dengan cara memindahkan gambar 
pada uang asli ke kertas lain dengan cara pengepresan. 
Uang kertas asli diberi cairan kimia sehingga tinta cetak 
menjadi lunak dan gambarnya bisa dipindahkan ke kertas 
lain. Selanjutnya uang asli dibelah menjadi dua bagian dan 
masing-masing ditempelkan dengan kertas hasil proses 
pemindahan gambar cetakan uang tersebut. 
c. Cetak Sablon 
 Cetak Sablon adalah sebuah teknik untuk mencetak 
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tinta diatas bahan dengan bentuk yang kita kehendaki.. 
Dengan bantuan screen sablon dan rakel sablon dalam 
proses pengerjaannya. Jenis pemalsuan uang dengan cara 
cetak sablon dilakukan pada kertas berwarna putih. 
d. Cetak Datar (Cetak Offset) 
 Cetak datar atau biasa disebut offset adalah teknik 
cetak dimana bagian yang mencetak kedudukannya sama 
datar dengan bagian yang tak mencetak. Jenis pemalsuan 
dengan menggunakan jenis cetak offset seperti percetakan 
pada sebuah majalah. 
e. Fotokopi Berwarna 
 Jenis pemalsuan dengan cara menggunakan mesin 
foto copy berwarna yang canggih. Namun demikian, 
pengadaan mesin fotokopi berwarna tersebut sangat sulit 
karena harus memiliki izin khusus dari pihak yang 
berwenang. 
f. Alat Penyalin Gambar atau Teks (Scanner) 
 Pemalsuan dengan cara menggunakan kecanggihan 
alat scanner dan perangkat komputer dengan 
menggunakan printer berwarna. Scanner adalah sebuah 
alat yang dapat berfungsi untuk menyalin gambar atau teks 
yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Dari 
memori komputer selanjutnya, disimpan dalam harddisk 
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ataupun floppy disk. Fungsi scanner ini mirip seperti mesin 
fotocopy, perbedaannya adalah mesin fotocopy hasilnya 
dapat dilihat pada kertas sedangkan scanner hasilnya 
dapat ditampilkan melalui monitor terlebih dahulu sehingga 
kita dapat melakukan perbaikan atau modifikasi dan 
kemudian dapat disimpan kembali baik dalam bentuk file 
teks maupun file gambar.  
g. Separasi Pecah Warna (Colour Separation) 
 Pemalsuan dengan cara teknik cetak fotografi melalui 
proses pemisahan warna. Warna-warna yang asli dari uang 
kertas asli diperoleh dari penggabungan 3 warna pokok 
yaitu biru, merah dan kuning serta penggunaan warna 
hitam untuk kesempurnaan atau kekontrasan hasil 
cetakan.48 
 
2) Sulitnya Melakukan Sosialisasi di Daerah-daerah Pelosok 
dan Perbatasan Wilayah NKRI  
       Bank Indonesia sebagai lembaga yang diberi 
kewenangan melakukan edukasi akan berusaha semaksimal 
mungkin agar masyarakat lebih teliti saat melakukan transaksi. 
Hambatan yang dialami Bank Indonesia dalam melakukan 
sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah di daerah-daerah dan 
                                                         
48 Materi Penyuluhan Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah,  Direktorat Pengedaran Uang Bank 
Indonesia, Jakarta. 
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perbatasan wilayah NKRI adalah sulitnya menjangkau daerah 
tersebut.  
Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat pelosok akan 
berakibat juga pada kurangnya pengetahuan masyarakat 
tentang ciri keaslian uang rupiah. Untuk mengatasi hal tersebut, 
Bank Indonesia melakukan sosialisasi melalui para guru karena 
diharapkan mampu menjangkau hingga pelosok daerah dalam 
melakukan penerangan kepada masyarakat mengenai uang 
palsu sebab tidak tertutup kemungkinan ada peredaran uang 
palsu di daerah pelosok tersebut.  
Para Pengedar uang palsu selalu berusaha untuk  
mencari celah dan memanfaatkan kesempatan yang ada. 
Mereka dapat mengedarkan uang palsu di daerah-daerah 
pelosok dengan berbagai modus yang tidak diketahui oleh 
masyarakat. Hal itu karena masyarakat yang  berada di daerah 
pelosok masih kurang teliti membedakan uang palsu atau tidak. 
Mereka cenderung langsung mengambilnya jika ada seseorang 
yang memberikan uang. 
 
3) Keengganan Masyarakat Untuk Melaporkan Rupiah yang 
Diragukan Keasliannya 
Masyarakat yang menemukan uang palsu sebaiknya 
segera melapor ke kepolisian atau Bank Indonesia agar 
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dilakukan penyelidikan seperti lokasi temuan, sehingga 
mencegah banyak korban. Apabila menemukan Rupiah Palsu, 
hal-hal yang perlu dilakukan adalah:  
1. Menahan rupiah palsu yang diragukan keasliannya tersebut 
dan tidak diedarkan kembali. 
2. Tidak merusak fisik rupiah yang diragukan keasliannya. 
3. Melaporkan dan menyerahkan rupiah yang diragukan 
keasliannya kepada Bank Indonesia setempat atau pihak 
kepolisian terdekat. 
Namun faktanya, masyarakat yang menemukan rupiah 
yang diragukan keasliannya tidak segera melapor. Keengganan 
masyarakat untuk melapor dikarenakan faktor kekhawatiran 
dan ketakutan masyarakat yang akan dituduh sebagai 
pengedar uang palsu. Selain itu, Bank Indonesia juga tak akan 
mengganti uang palsu yang dimiliki masyarakat meskipun tak 
sengaja memperolehnya. 
Masyarakat yang tidak ingin merugi akan megedarkan 
uang palsu tersebut kepada orang lain, padahal jika ia 
melakukan hal tersebut, ia dapat ditudah sebagai pengedar dan 
dapat diancam pidana.  
Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Bank 
Indonesia Lambok Antonius Siahaan mengatakan masalah 
kerugian yang dialami, Bank Indonesia bukan pihak yang 
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menanggung kerugian akibat uang palsu. Bank Indonesia 
hanya sebagai otoritas yang memusnahkan uang palsu bukan 
mengganti rugi. 49 
Bank Indonesia dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian 
Republik Indonesia (Bareskrim POLRI) pada Kamis (20/2/2014) 
telah memusnahkan 113.110 lembar uang palsu. Lambok 
Antonius Siahaan mengungkapkan jumlah uang palsu yang 
dimusnahkan paling banyak didominasi uang dengan pecahan 
Rp 100.000 yaitu 67.278 lembar, pecahan Rp 50.000 sebanyak 
5.6764 lembar, pecahan Rp 20.000 sebanyak 5.033 lembar, 
pecahan Rp 10.000 sebanyak 3.553 lembar, pecahan Rp 5000 
sejumlah 2.460 lembar, pecahan Rp 2000 sebanyak 19 lembar, 
dan pecahan Rp 1000 sebanyak 3 lembar.50 
Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa yang menjadi 
faktor penghambat bagi Bank Indonesia dalam menanggulangi 
peredaran uang palsu di Indonesia adalah tingkat pemalsuan 
uang yang semakin beragam, sulitnya melakukan sosialisasi di 
daerah-daerah pelosok dan perbatasan wilayah NKRI, dan 
keengganan masyarakat untuk melaporkan rupiah yang 
diragukan keasliannya.  
                                                         
49 Diakses melalui http://finance.detik.com/read/2014/02/20/191540/2504054/05/5/ 
menemukan-uang-rupiah-palsu-ini-yang-harus-dilakukan Pada hari Selasa, 2 Desember 
2014 Pukul 19:00 wita. 
50  Diakses melalui http://bisnis.liputan6.com/read/832703/bi-dan-polri-musnahkan-
135110-lembar-uang-palsu Pada hari Rabu 3 Desember 2014 Pukul 09:00 wita. 
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Faktor penghambat pertama ialah tingkat pemalsuan 
uang yang semakin beragam didukung oleh semakin canggih 
dan berkembangnya teknologi. Teknik percetakan yang 
semakin berkembang turut mendukung kualitas uang palsu 
yang beredar di masyarakat. Perkembangan teknologi  yang 
disalahgunakan oleh sekelompok orang orang untuk melakukan 
tindakan kriminal seperti pemalsuan uang. Peralatan 
pendukung kegiatan tersebut sangat mudah didapatkan dengan 
harga yang cukup terjangkau. Tentu saja kita tidak bisa 
menyalahkan sepenuhnya pada perkembangan teknologi, 
karena dalam hal ini faktor perilaku manusia dan faktor ekonomi 
juga sangat menentukan. 
Faktor penghambat kedua ialah sulitnya melakukan 
sosialisasi di daerah-daerah pelosok dan perbatasan wilayah 
NKRI. Untuk mengatasi hal tersebut, Bank Indonesia 
melakukan sosialisasi kepada para guru sehingga diharapkan 
mampu menjangkau hingga daerah pelosok dalam melakukan 
penerangan mengenai uang palsu kepada masyarakat. 
Sosialisasi yang diberikan kepada para tenaga pengajar seperti 
guru, sangatlah penting karena dapat memberikan penjelasan 
kepada anak sekolah mengenai uang palsu sehingga 
masyarakat sudah bisa membedakan uang palsu dan uang asli 
sejak dini. 
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Faktor pemhambat ketiga adalah keengganan 
masyarakat untuk melaporkan rupiah yang diragukan 
keasliannya. Masyarakat enggan melaporkan rupiah yang 
diragukan keasliannya karena takut dituduh sebagai pengedar 
dan mengalami kerugian karena tidak ada uang pengganti atas 
uang palsu yang dilaporkan.  
Penanganan uang palsu harus dilakukan secara serius 
karena bukan saja merugikan masyarakat tetapi juga 
pemerintah. Di sisi pemerintah, banyaknya uang palsu akan 
berdampak pada kurangnya kepercayaan atas mata uang 
Indonesia atau Rupiah dan terganggunya stabilitas 
perekonomian. Pemerintah juga dituntut harus bisa membuat 
uang dengan keamanan yang lebih tinggi sehingga menyulitkan 
pemalsuan. Selain itu, dalam rangka memberantas peredaran 
uang palsu ini sangat diperlukan peran dari para penegak 
hukum untuk melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin, 
terutama pihak kepolisian selaku pihak yang mengambil 
tindakan pertama apabila terjadi kejahatan pemalsuan uang. 
Namun tndakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian sangat 
membutuhkan bantuan dari pihak lain seperti Bank Indonesia 
dan Botasupal. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian diatas, maka yang dapat penulis simpulkan 
dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Usaha yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia dalam 
menanggulangi peredaran uang palsu di Indonesia 
berdasarkan Pasal 244 dan 245 KUHP ada dua cara, yaitu 
secara Preventif dan secara Represif. Secara Preventif 
dilakukan dengan meningkatkan teknik pembuatan uang 
sehingga sulit untuk dipalsukan, melakukan sosialisasi ciri-ciri 
keaslian uang rupiah, dan melakukan kerjasama dengan 
institusi terkait  membentuk Botasupal (Badan Koordinasi 
Pemberantasan Uang Palsu), yang terdiri dari BIN (Badan 
Intelegensi Nasional), Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. 
Sedangkan Secara Represif Bank Indonesia bekerjasama 
dengan aparat penegak hukum untuk melakukan 
pemberantasan dan pengungkapan kejahatan uang palsu 
dengan melakukan penyelidikan dan penindakan. 
2. Hambatan yang dialami oleh Bank Indonesia dalam 
menanggulangi peredaran uang palsu di Indonesia, yaitu 
tingkat pemalsuan uang yang semakin beragam, sulitnya 
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melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah di daerah-
daerah pelosok dan perbatasan wilayah NKRI, dan 
keengganan masyarakat untuk melaporkan rupiah yang 
diragukan keasliannya. 
 
B. Saran 
1. Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang berhak 
mengeluarkan dan mengedarkan uang sebaiknya memikirkan 
cara untuk menciptakan uang rupiah baik kertas maupun logam 
yang mempunyai kualitas penggunaan sempurna dan dibuat 
dengan teknologi terbaru sehingga sulit untuk dipalsukan. 
2. Bank Indonesia dan institusi terkait melakukan upaya 
pencegahan peredaran uang palsu sedini mungkin dengan cara 
memberikan pengetahuan kepada para pelajar mengenai ciri-
ciri keaslian uang rupiah melalui sosialisasi/ penyuluhan dan 
penyebaran brosur ke sekolah-sekolah. 
3. Masyarakat seharusnya mendukung Bank Indonesia dalam 
menanggulangi peredaran uang palsu di Indonesia dengan 
cara melaporkan ke aparat kepolisian atau Bank Indonesia, 
karena merupakan kewajiban seluruh masyarakat bangsa 
Indonesia untuk mengamankan uang rupiah dari tindak pidana 
pemalsuan. 
4. Pemerintah harus lebih tegas, berkomitmen, dan konsisten 
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terhadap peraturan yang telah dibuat untuk memberantas 
tindak pidana pemalsuan uang. Para pembuat dan pengedar 
uang palsu harus diberikan hukuman yang seberat-beratnya 
agar memberikan efek jera.  
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